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KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN 

NOMOR : 188-401.021/          /2023

TENTANG 

TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN KOTA MADIUN 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja 

pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, perlu membentuk Tim Transformasi 

Manajemen; 

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Wali Kota Madiun tentang Tim Transformasi Manajemen

Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem

Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan

Birokrasi;
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5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA 

tanggal 23 Juni 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi 

Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERTAMA : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Kota Madiun  

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Transformasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum “PERTAMA” mempunyai peran dalam pelaksanaan 

penyesuaian sistem kerja, meliputi: 

a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan 

tahapan: 

1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;

2. penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan

birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah.

b. dukungan pembinaan sinergisitas organisasi, dengan

tahapan:

1. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit

organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

2. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di

lingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Madiun. 
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